A.

BAB II

HIWALAHMENURUT HUKUM ISLAM

Pengertian Hiwalah

Kata Aiwalah atau hawalah, huruf ha’ dibaca fathah atau kadang
kadang dibaca kasrah, secara bahasa bermakana al-tahawwul atau al-intiqgal,
yakni mengalihkan, memindahkan atau mengoperkan.'

Sedangkan Aiwalah menurut Istilah, yaitu memindahkan hak dari
tanggungannya orang yang yang mengalihkan kepada orang yang dilimpahi
tanggungan.?

Menurut Sayyid Sabiq Aiwalah adalah memindahkan utang dari
tanggungan mufhi/ (orang yang berutang) menjadi tanggungan muhal alaih
(orang yang berkewajiban membayar utang). Dalam hal ini mengharuskan
adanya pihak muhil dan muhal ‘alaih.’

Menurut Syafi’i Antonio Arwalah adalah pengalihan utang dari orang
yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, dalam hal ini
merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berutang)
menjadi tanggungan muhal’alaih atau orang yang berkewajiban membayar

utang.*

! Muh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II, (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014),

18.

2 Ibid.,18.
3 Sayyid sabiq, Figih Sunnah, ter Nor Hasanuddin, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),

223.

4 Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 126.
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Menurut Zainul Arifin Aiwalah adalah akad pemindahan utang atau
piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu
pihak yang berutang (muhil), pihak yang memberi utang (muhal atau da’in)
dan pihak yang menerima pemindahan (muhal alaih).”

Kamal bin Hummam mengatakan bahwa Aiwalah adalah Pengalihan
kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang
berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.®

Menurut ulama fikih mazhab Hanafi mengemukakan definisi Aiwalah
adalah memindah penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang
berutang kepada tanggungan pihak yang harus membayar hutang dalam hal
ini adalah muhal ‘alaih.”

Menurut Mazab Maliki, Hanbali, dan Syafi’i, Aiwalah adalah
Pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari
satu pihak (muhil) kepada pihak lain (muhal alaih).?

Penulis menyimpulkan dari beberapa definisi yang sudah terurai di
atas, dapat dilihat bahwa semua definisi hampir memiliki kesamaan, maka
Penulis dapat mendefinisikan Aiwalah adalah Pengalihan kewajiban
membayar utang dari tanggungan muhil atau orang yang berutang kepada
tanggungan muhal’alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang atas

dasar saling mempercayai.

5 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Alvabet, 2002), 33.

¢ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 93.

7 'Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa adillatuhu, ter Abdul Hayyi al-Kattani, et.al, juz 6 (Jakarta:
Gema Insani, 2011), 84.

8 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam ..., 93.
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Contoh sederhana dari akad Aiwalah adalah si A sebagai muhil atau
orang yang mempunyai hutang terhadap B (disebut sebagai muhal, orang
yang mempunyai piutang), namun A tidak bisa membayar hutangnya kepada
B, Akan tetapi A mempunyai piutang terhadap C (disebut sebagai
muhal’alaih), A meminta kepada C untuk melunasi dan membayarkan
hutangnya kepada B, jadi C tidak lagi membayar hutangnya kepada A,

karena sudah dialihkan ke B.

B. Dasar Hukum Hiwalah
Hukum Aiwalah adalah boleh (Jaiz) dan disyariatkan dalam Islam. Hal
ini berdasarkan Hadis dan I[jma’.’
1. Al-Qur’an

Firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat 2 :

P

05l 3N e 15555 N5 (6583015 01 Je 155055,

Artinya : ”..Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran.'?

Firman Allah dalam QS al-Maidah ayat 2 di atas dapat diketahui
bahwa Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk saling tolong

menolong, Tolong menolong dalam segala hal, dalam kehidupan sehari

hari, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan

% Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2013), 267
10 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
.2010), 106.
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satu sama lain. salah satunya adalah tolong menolong dalam berbagai
transaksi ekonomi.

Melihat adanya banyak sekali transaksi ekonomi yang terjadi,
salah satu transaksi yang yang sering digunakan merupakan suatu
bentuk saling tolong menolong dalam sistem ekonomi adalah akad
hiwalah (pengalihan hutang), dimana untuk terjadinya akad Aiwalah
harus memerlukan beberapa pihak, yakni muhi/ (orang yang berhutang),
muhal (orang yang berpiutang), muhal’alaih (orang yang berkewajiban
membayar hutang).

2. Al-Hadits

Adapun dasar pensyariatan Aiwalah dari sunnah adalah sabda

Rasulullah Saw. Sebagaimana Imam Bukhari Muslim dan Muslim

meriwayatkan dari Abu Hurairah:

A

0 a0 JG by ade Al o Al J25 O 2 A g S5 T 32

als H S 230t g 2l

Artinya : Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a : Nabi Saw. Bersabda,

“Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman.

Dan jika salah seorang diantara kamu dihiwalahkan (dipindahkan)
kepada orang yang kaya, maka terimalah.”!!

Hadits tersebut Rasulullah memerintahkan kepada orang yang

mengutangkan, apabila yang berutang mengalihkan pembayarannya

kepada orang kaya dan mampu, dianjurkan untuk menerima tawaran

"Kutubussitah, (Riyad: Maktabah Dar as Salam, 2008), 178.
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tersebut. Dan ia harus menagih orang yang mendapat pengalihan
(muhal’alaih), agar haknya terpenuhi.!?

Hadits tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah  sudah
membolehkan melakukan akad Aiwalah bagi orang yang membutuhkan
dalam hal hutang piutang, apabila pihak yang berhutang atau muhil
tidak dapat membayar hutang, maka dapat menghiwalahkan kepada
orang kaya atau mampu yang disebut muhal’alaih yang nantinya
mempunyai kewajiban untuk membayar hutang yang sudah dialihkan.

Hadits Rasulullah Saw :
|22l6 seh o ;ﬁ;? (kT 133

Artinya: “Apabila hutang seseorang terhadap orang kaya dialihkan
menjadi tanggunganmu, maka terimalah pengalihan hutang itu.”
(HR.Ahmad)'3

Hadits tersebut di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW
memperintahkan apabila ada seseorang yang berhutang (muhzl)dan tidak
bisa mengembalikan, maka diperbolehkan supaya hutangnya itu dibayar
oleh orang lain yang mampu (muhal’alaih), dan sebagai pihak yang
memberi piutang (muhal) hendaklah menerima pemindahan itu.

3. Ijma’
Jumhur ulama sepakat membolehkan Aiwalah, hiwalah

dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda karena

12Sayyid sabiq, Figih Sunnah...,223.
13 Ahmad bin Alhusain, al Sunan al Shagir Libayhagi, Juz 2, (Pakistan: Jamiah dirasat al
Islamiyah, 1989), 304.
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hiwalah adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu harus pada uang atau

kewajiban financial.'*

4. Fatwa DSN MUI

a. Fatwa DSN 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1.

3.

Pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah dari
bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga
keuangan syariah.

Qard adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan
ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok
pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan
dengan cara pengembalian yang telah disepakati.

Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit
(hutang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK)
untuk pembelian asset, yang ingin mengalihkan hutangnya ke
LKS.

Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari
LKK dan belum lunas pembayan kreditnya.

Ketentuan Akad, Akad dapat dilakukan melalui empat

alternatif,

Alternatif I sebagai berikut :

14 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2009),

127.
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. LKS memberikan gard kepada nasabah. Dengan gard tersebut
nasabah melunasi kredit (hutang)-nya; dan dengan demikian,
asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah
secara penuh.

. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan
dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi gard-nya kepada
LKS.

. LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi
miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara
cicilan.

. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang gard dan
Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah
berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan
Hutang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.

Alternatif II sebagai berikut :

. LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK;
sehingga dengan demikian, terjadilah syirkah a/-milk antara
LKS dan nasabah terhadap asset tersebut.

. Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud
angka 1 adalah bagian asset yang senilai dengan hutang (sisa

cicilan) nasabah kepada LKK.
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3. LKS menjual secara murabahah bagian asset yang menjadi
miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara
cicilan.

4. Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah
berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan
Hutang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini.
Alternatif III sebagai berikut:

1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas
aset, nasabah dapat melakukan akad 7jarah dengan LKS, sesuai
dengan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.

2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi
kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip a/-gard sesuai
Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

3. Akad jjarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh
dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan
sebagaimana dimaksudkan angka 2.

4. Besar imbalan jasa 7jarah sebagaimana dimaksudkan angka 1
tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan

LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2.1

15 Fatwa DSN 31/DSN-MUI/IV/2000 “ TentangPengalihan Hutang”
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C. Rukun dan Syarat Hiwalah
1. Rukun Hiwalah

Rukun Aiwalah adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam akad
Hiwalah. Menurut ulama Hanafiyah Rukun Aiwalah adalah ijab dari
pihak al-muhil, dan gqabul dari pihak al-muhal dan al-muhal ‘alaih
dengan bentuk perkataan tertentu. Adapun 7jab adalah seperti pihak a/-
muhil berkata kepada pihak yang berpiutang (al-muhal), “saya
mengalihkanmu kepada si Fulan.” Sedangkan gabul dari al-muhal ‘alaih
adalah masing-masing berkata, “saya menerimanya,” atau “saya setuju’,
atau kata-kata yang semakna.!®

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rukun dari
hiwalah menurut madzhab Hanafi adalah Sighah yaitu ijab yaitu
diucapkan oleh muhil dan gabul yang diucapkan oleh muhal dan muhal
‘alaih."” Dalam hal ini Rukun Aiwalah adalah:

a. Muhil atau pihak yang berutang kepada pihak muhal.

b. Muhal atau juga disebut muhttal, yaitu pihak yang berpiutang atau
dengan kata lain pihak yang memberi utangan kepada pihak muhil.

C. Muhal‘alaih atau muhttal‘alaih yaitu pihak yang berkeharusan
untuk membayar utang kepada pihak muhal.

d. Muhal bih atau muhtal bihi, yaitu utang pihak muhil kepada pihak

muhal dan utang pihak muhal‘alaih kepada pihak muhil.

16 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam ..., 86.
7 Muhammad Y azid, Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya: CV.Cahaya Intan, 2014), 97.
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e. Sighat (ijab gabul).'®

2. Rukun Aiwalah dari segi pandang Fatwa DSN 12/DSN-MUI/IV/2000
Tentang hiwalah, di antaranya adalah :
1. Rukun Aiwalah adalah muhil yakni orang yang berhutang dan

sekaligus berpiutang, muhal atau muhtal yakni orang berpiutang
kepada muhil, muhal ‘alaih, yakni orang yang berhutang kepada

muhil dan wajib membayar hutang kepada muhal, muhal bih, yakni
hutang muhil kepada muhal, dan sighat (ijab gabul).

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau
menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Hiwalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal atau
muhtal, dan muhal ‘alaih.

5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad
secara tegas.

6. Jika transaksi Arwalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat
hanyalah muhal dan muhal 'alaih dan hak penagihan muhal berpindah

kepada muhal ‘alaih."®

18 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam ..., 88.
19 Fatwa DSN 12/DSN-MUI/IV/2000 “Tentang Hiwalah’.
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3. Syarat Hiwalah
Menurut Ulama Hanafiyah, ada sejumlah syarat yang harus
terpenuhi agar akad a/- hiwalah bisa sah.?® Syaratsyarat tersebut adalah :
a. Syarat — syarat al-Muhil

1. Muhil disyaratkan harus orang yang memiliki kelayakan dan
kompetensi (al-ahliyah) untuk mengadakan akad, yaitu ia adalah
orang yang berakal dan baligh. Maka Aiwalah tidak sah dilakukan
oleh anak kecil dan orang gila.

2. Ridha dan persetujuan a/-muhil, maksudnya atas kemauan sendiri
tidak dalam keadaan dipaksa. Karena al- siwalah adalah bentuk a/-
ibra’ (pembebasan) yang mengandung arti af-tamlik (pemilikan).
Oleh karena itu tidak sah jika dilakukan dengan adanya unsur
paksaan.?!

b. Syarat — syarat a/-Muhal

1. Ia harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Ini
sama dengan syarat yang harus dipenuhi oleh muhil.

2. Kerelaan dari muhal karena tidak sah jika hal itu dipaksakan.

3. labersedia menerima akad Aiwalah.

c. Syarat — syarat al-Muhal alaih
1. Sama dengan syarat pertama bagi muhil dan muhal yaitu berakal

dan baligh.

20 'Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam ..., 88.
21 Ibid., 89.
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2. Kerelaan dari hatinya karena tidak boleh dipaksakan. Kerelaan
(rida) dari muhal alaih menurut madhab Hanafi merupakan
keharusan. Sedangkan menurut madzhab lainnya (Maliki, Syafi’i,
dan Hanbali) tidak mensyaratkan hal ini sebab dalam akad
hiwalah dalam majlis atau di luar majlis.

d. Syarat — syarat a/-Muhal bihi

1. Ia harus berupa hutang dan hutang itu merupakan tanggungan
dari muhil kepada muhal

2. Hutang tersebut harus berbentuk hutang lazim artinya bahwa
hutang tersebut hanya bisa dihapuskan dengan pelunasan atau
penghapusan.

3. Adanya kesamaan hutang muhi/ dan muhal ‘alaih dalam jenisnya,
macamnya, waktu penagguhannya dan waktu pembayarannya.
Artinya, antara orang yang dihutangi dengan orang yang
dilimpahi pertanggungjawaban telah sepakat dan sefaham tentang
jenis-jenis hutang, ukurannya, batas waktu pembayaran, cara
pembayaran, dan lain-lain.?

Dengan demikian diketahui secara pasti sehingga tidak
menimbukan kesalah fahaman. Juga hutang yang dipindahkannya
itu merupakan hutang yang dinilai tetap pada masa yang sedang
berjalan dan masa yang akan datang. Jika tidak sama maka tidak

sah.

22 Muh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi ...,21-22.
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e. Sighat (Ijab dan qabul)

Akad hiwalah terbentuk dengan terpenuhinya ijab dan qabul
atau sesuatu yang semakna dengan ijab dan qabul, seperti dengan
pembubuhan tanda tangan di atas nota Aiwalah, dengan tulisan dan
isyarat. Ijab adalah seperti pihak muhil berkata, “aku alihkan kamu
pada Fulan.” Qabul adalah seperti pihak muhal berkata, “saya terima,
“atau, saya setuju.”

Ijab dan qabul disyaratkan harus dilakukan di majlis akad
dan akad yang ada disyaratkan harys final, sehingga di dalamnya

tidak berlaku kAiyar majlis maupun khiyarsyarat.?

D. Macam - Macam Hiwalah
Ditinjau dari segi obyek akad, maka Aiwalah dapat dibagi menjadi
dua, yaitu, hAiwalah al-hag dan hiwalah al-dain.

1. Hiwalah al-haq adalah pemindahan hak (piutang) dari seseorang pemilik
kepada pemilik piutang lainnya. biasanya itu dilakukan bila pihak
pertama mempunyai hutang kepada pihak kedua. Ia membayar hutang itu
bukan dalam bentuk barang/benda, maka perbuatan tersebut dinamakan
sebagai hiwalah haq. Pemilik hutang dalam hal ini adalah muhil, karena
dia yang memindahkan kepada orang lain untuk mengembalikan haknya.

2. Hiwalah al-dain adalah pengalihan hutang dari seseorang penghutang

kepada penghutang lainnya. ini dapat dilakukan karena penghutang

23 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam ..., 88-89.
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pertama masih mempunyai piutang pada penghutang kedua. muhil dalam
hiwalah ini adalah orang yang berutang, karena ia memindahkan kepada

orang lain untuk membayar hutangnya.?*

Menurut ulama Hanafiyyah, Aiwalah dikelompokkan menjadi dua

macam, yaitu aiwalah muthlagah dan hiwalah muqgayyadah.

1. Hiwalah yang berbentuk mutlak (muthlagah)

Hiwalah muthlagah yaitu hiwalah yang pihak muhil tidak
memberi keterangan bahwa yang ia maksudkan adalah tanggungan utang
pihak muhal ‘alaih kepada dirinya (muhil), dan pihak muhal ‘alaih pun
menerima dan setuju dengan akad Aiwalah tersebut.?

Penjelasannya adalah misalnya si A mempunyai utang kepada si
B, ketika jatuh tempo, si A memindahkan pembayaran utang kepada si C
dan si C menerimanya. Si A berkata si B, “aku pindahkan pembayaran
utangku padamu pada si C’. Dalam model ini, si A tidak menjelaskan
atau mengikat hiwalah dengan hartanya yang diutang oleh si C.%6

Bentuk /Aiwalah ini tidak ada yang mengatakan boleh selain
ulama hanafiyyah. Sedangkan menurut ketiga madzhab yang lain, yaitu
madzhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali, akad Aiwalah yang berbentuk
mutlak yang sekiranya pihak muhal ‘alaih tidak memiliki tanggungan

utang kepada pihak muhil adalah murni akad kafalah (penjaminan).

24 1bid., 23.
25 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam ..., 92.
26 Tsmail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik ..., 182.
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Oleh karena itu harus berdasarkan ridha dan persetujuan ketiga
belah pihak, yaitu pihak yang berpiutang (muhal), pihak yang berutang
(muhil), dan muhal ‘alaih.’”

Hiwalah muthlagah tidak diperbolehkan oleh para ulama,
kecuali ulama Hanafiyah. Alasan ulama (tiga mazhab selain Hnafiyah)
yang melarang Hiwalah semacam ini adalah karena orang yang
dipindahkan pembayaran utang (muhal ‘alaih) tidak ada hubungannya
dengan orang yang mmindahkan utang (muhil). Artinya ia tidak ada
kewajiban yang harus ditanggung dan dibayarkan kepada muhil,
Sehingga jika hal ini terjadi berati bukan Aiwalah, melainkan Kafalah.?

Sementara itu apabilah Aiwalah muqayyadah ini dilakukan,
maka akan tidak sah karena di dalam hiwalah muthlagah dapat terjadi
gharar (penipuan).

Hiwalah muthlagah adalah jenis Aiwalah yang dimana pihak
muhil adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal
‘alaih.

2. Hiwalah yang berbentuk Muqgayyadah

Hiwalah muqayyadah yaitu akad al- hiwalah yang pihak muhil
memberikan keterangan bahwa yang ia maksudkan adalah tanggungan
utang pihak muhal ‘alaih kepadanya (pihak muhil). Ini adalah bentuk al-

hiwalah yang boleh berdasarkan kesepakatan ulama.?®

27 Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam ..., 92.
28 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik..., 182.
2 Ibid., 92.
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Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kedua macam hiwalah di
atas, yaitu iiwalah muthlagah dan hiwalah muqgayyadah, boleh dilakukan
dengan syarat muhal ‘alaih menerima pemindahan uang pada Aiwalah
muthlagah.”’

Mazhab Hanafi mendasarkan pendapat mereka pada pengertian

umum dari Aadits nabi SAW yaitu :
Rl s L e e g
Artinya : “Barang siapa yang (haknya) dialihkan pada orang yang kaya

(Muhal ‘alaih), maka hendaklah ia menerima pengalihan tersebut.”’

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa
hiwalah muqayyadah adalah jenis hiwalah yang dimana muhil adalah
orang yang berutang sekaligus berpiutang kepada muhal ‘alaih.

Macam — macam Aiwalah dari segi Fatwa DSN 58/DSN-MUI/V/2007
tentang hiwalah bil ujrah adalah :
Ketentuan pertama dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Hiwalah adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas
hiwalah muqayyadah dan hiwalah muthlaqah.

2. Hiwalah muqayyadah adalah hiwalah di mana muhi/ adalah orang yang
berutang sekaligus berpiutang kepada muhal ‘’alaih sebagaimana
dimaksud dalam Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Aiwalah.

3. Hiwalah muthlagah adalah hiwalah di mana muhil adalah orang yang

berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal “alaih.

30 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 385.
31 Kutubussitah (Riyad: Maktabah Dar as Salam, 2008), 178.
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Hiwalah bil ujrah adalah hiwalah dengan pengenaan ujrah/fee;,

Kedua: Ketentuan Akad

1.

2.

Hiwalah bil ujrah hanya berlaku pada Aiwalah muthlagah.
Dalam Aiwalah muthlagah, muhal “alaih boleh menerima ujrah /fee atas

kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang muhil.

. Besarnya fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap

dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.

Pernyataan 7jab dan qgabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau
menggunakan cara-cara komunikasi modern;

Hiwalah harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara
tegas.

Jika transaksi Aiwalah telah dilakukan, hak penagihan muhal berpindah
kepada muhal ’alaih.

LKS yang melakukan akad Aiwalah bil ujrah boleh memberikan

sebahagian fee hiwalah kepada shahibul mal.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui Badan Arbitrase Syari’ah atau Pengadilan Agama setelah tidak

tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
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2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan

disempurnakan sebagaimana mestinya.>?

E. Berakhirnya akad Hiwalah

Para ulama figh mengemukakan bahwa akad Aiwalah akad berakhir
apabila :

1. Salah satu pihak yang sedang melakukan akad Aiwalah memfasakh
(membatalkan) akad Aiwalah sebelum akad itu berlaku secara tetap,
dengan adanya pembatalan akad itu, pihak kedua kembali berhak
menuntut pembayaran utang kepada pihak pertama. Demikian pula pihak
pertama kepada pihak ketiga.

2. Pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan itu kepada pihak kedua.

3. Pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang
mewarisi harta pihak kedua.

4. Pihak kedua menghibahkan, atau menyedekahkan harta yang merupakan
utang dalam akad A7iwalah itu kepada pihak ketiga.

5. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk
membayar utang yang dialihkan itu.

6. Hak pihak kedua menurut Hanafi, tidak dapat dipenuhi karena at-tawa,
yaitu pihak ketiga mengalami muflis (bangkrut), atau wafat dalam
keadaan muflis atau dalam keadaan tidak ada bukti autentiktentang akad

hiwalah, pihak ketiga mengingkari akad itu. Menurut ulama Maliki,

32 Fatwa DSN 58/DSN-MUI/IV/2000 “Hiwalah bil Ujrah”.



37

Syafi’i dan Hanbali, selama akad Aiwalah sudah berlaku tetap, karena

persyaratan yang ditetapkan sudah terpenuhi, maka akad hiwalah tidak

dapat berakhir karena ar-tawa.”

F. Beban Muhil setelah Hiwalah

Apabila Aiwalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab
muhil gugur. Andaikata muhal ‘alaih mengalami kebangkrutan atau
membantah Aiwalah atau meninggal dunia, maka muhal tidak boleh kembali
lagi kepada muhil, hal ini adalah pendapat ulama jumbhur.’*

Menurut madzhab Maliki, apabila muhil telah menipu muhal,
ternyata muhal’alaih orang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk
membayar, maka muhal boleh kembali lagi kepada muhil Menurut Imam
Malik, orang yang menghiwalahkan utang kepada orang lain, kemudian
muhal’alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum
membayar kewajiban, maka muhal tidak boleh kembali kepada muhil>>

Abu Hanifah, Syarih, dan Utsman berpendapat bahwa dalam keadaan
muhal’alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia maka orang

yang mengutangkan (muhal) kembali lagi kepada muhil untuk menagihnya.>®

33 Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 270-271.
34 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2010), 103.

35 Tbid.,

36 Ibid.,
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G. Manfaat Hiwalah
Akad muhil dapat memberikan banyak sekali manfaat dan
keuntungan, diantaranya adalah :
a. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan
simultan.
b. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan.
c. Dapat menjadi salah satu fee-based income/ sumber pendapatan non
pembiayaan bagi bank syariah.
Adapun resiko yang harus diwaspadai dari kontrak Aiwalah adalah
adanya kecurangan nasabah dengan memberi invoice palsu atau wanprestasi

(ingkar janji) untuk memenuhi kewajiban Aiwalah ke bank.*’

37 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah ..., 127.
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H. Skema Hiwalah
Gambar 2.1

Skema atau alur jalannya proses Hiwalah®®

LEMBAGA
KEUANGAN
(AMBIL ALIH)
MUHAL ALAIH
2. Invoice
4. Tagih 3. Bayar
(UTANG) W (PIUTANG)
MUHIL J 1. Hutang i MUHAL
Keterangan :

1. Muhilmempunyai hutang kepada muhal

2. Setelah muhiltidak dapat membayar hutang kepada muhal, Maka muhil
menyerahkan invoice kepada muhal’alaih.

3. Muhal’alaih melaksanakan pembayaran hutang muhil kepada muhal.

4. Muhal’alaih melakukan penagihan kepada muhil yang didukung oleh

invoice dari muhil.

Skema di atas adalah langkah — langkah atau prosedur berjalannya

akad hiwalah, yang dimana sudah diterapkan di berbagai lembaga keuangan

38 Ascaraya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 108.
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Syariah, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ke tiga
memindahkan piutang itu kepada bank atau lembaga Keuangan syariah non
bank. Lembaga keuangan bank atau non bank lalu membayar piutang
tersebut dan lembaga keuangan bank atau non bank menagihnya dari pihak

ketiga.



